BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PRT/M/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07/PRT/M /2016 TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyeragaman tertib administrasi

pada penyelenggaraan tata naskah dinas, Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor O07/PRT/M/2016 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, terjadi perubahan  struktur

organisasi dan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan

Rakyat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap

kode identifikasi otoritas penomoran naskah dinas
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Mengingat

Menetapkan

sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
16);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 347);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANG
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PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1
Mengubah Lampiran III huruf B tentang Kode Identifikasi
Otortias Pejabat Penandatangan Naskah Dinas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347) sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri

ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

MENTERI PEKERJAAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M.BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN TIT
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 34 /PRT/M/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 07/PRT/M /2016 TENTANG PEDOMAN
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENOMORAN NASKAH DINAS DAN KODE IDENTIFIKASI OTORITAS
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

A. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses
penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan
kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip.
Penggunaan kode naskah dinas digunakan sebagai sarana untuk

mengidentifikasikan naskah dinas guna memberikan kemudahan bagi

unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

dalam pengelolaan naskah dinas.

1. Penomoran Naskah Dinas Arahan

No Jenis Naskah Kode Keterangan

1 | Peraturan PRT Ditandatangani oleh Menteri

2 | Pedoman PRT Ditandatangani oleh Menteri

3 | Petunjuk Pelaksanaan PRT Ditandatangani oleh Menteri

4 | Prosedur Tetap PRT Ditandatangani oleh Menteri

S5 | Instruksi IN Ditandatangani oleh Menteri/
Pejabat Instansi

6 | Surat Edaran SE Ditandatangani oleh Menteri/
Pejabat Instansi

7 | Keputusan KPTS Ditandatangani oleh Menteri/
Pejabat Instansi

8 | Surat Perintah SPRIN | Ditandatangani oleh Menteri/
Pejabat Instansi




